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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesuksesan suatu lembaga atau organisasi saat ini tidak terlepas dari 

kehadiran humas sebagai jembatan komunikasi untuk mewujudkan terciptanya 

pemahaman yang baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya. Pada 

sektor pemerintahan, tujuan humas tidak berbeda jauh dengan humas di dunia 

bisnis, yaitu meningkatkan dan memelihara citra positif agar dapat memperoleh 

opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik 

dengan membuat berbagai program pemerintahan yang diinginkan oleh publik 

(Ardianto, 2014: 239).  Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengelola hubungan 

baik antara pemerintah dan publiknya merupakan hal yang sangat bernilai.  

Pada era reformasi seperti sekarang ini menuntut segala sesuatu yang 

dilakukan oleh pemerintah harus serba transparan kepada publik. Hal ini 

dilakukan untuk menjawab rasa ingin tahu publik akan beragam informasi yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah. Menurut (Ardianto, 2014: 

239) “humas pemerintah memiliki tugas melaksanakan kegiatan kebijakan publik 

dan pelayanan publik”. Kegiatan humas pemerintah dalam bidang kebijakan 

publik adalah memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan 

yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan publik adalah 

memberikan pelayanan terbaik, dengan sistem pelayanan yang mudah untuk 

memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat. Sehingga, lembaga 

pemerintahan bisa mendapatkan citra positif dari rakyat atau publik.  

Pada periode pertama Bupati Bekasi memimpin Pemerintah Kabupaten 

Bekasi, Neneng Hasanah Yasin memiliki berbagai kebijakan untuk mewujudkan 

Kabupaten Bekasi sebagai daerah maju. Menurut berita yang ditulis oleh Arif 

Rachman pada media online Obsessionnews.com pada 10 Maret 2017, pada 

bidang ekonomi Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil mendapatkan investasi 

asing tertinggi di Indonesia mencapai angka Rp 43,7 triliun. Pada bidang 
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infrastruktur tercatat ada tujuh mega proyek yang dibangun seperti pembangunan 

stadion Wibawa Mukti, fly over Tegal Danas, underpass Tambun, fly over Tegal 

Gede, pembangunan jembatan Bali, dan pelebaran jalan Kalimalang. Pada bidang 

pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menaikan intensif bagi guru dan tenaga 

kependidikan honorer baik di satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK 

Negeri dan Swasta di Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2017 dan 

memberikan bantuan operasional siswa (BOS) sebesar Rp 2,4 juta per tahunnya 

kepada setiap siswa SMU/SMK Negeri di Kabupaten Bekasi. 

Kebijakan publik dan pelayanan publik yang di terapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin mampu 

mendapatkan beberapa penghargaan seperti opini wajar tanpa pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar pada 2016, penghargaan 

bergengsi Adipura yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dalam pengelolaan 

lingkungan perkotaan tahun 2015-2016, penghargaan atas inovasi dan terobosan 

dalam bidang pembangunan pada tahun 2018. 

Sederet kebijakan dan pelayanan publik yang diterapkan Pemerintah 

kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin membuat 

publik percaya terhadap kinerjanya. Menurut (Dwiyanto, 2011: 355) Kepercayaan 

publik yang positif kepada lembaga pemerintah terjadi ketika pemerintah dan para 

pejabatnya mengambil kebijakan tertentu yang dinilai oleh publik sebagai pilihan 

yang benar dan sesuai dengan harapan dan aspirasinya, sebaliknya kepercayaan 

publik yang negatif kepada lembaga pemerintah terjadi ketika respons pemerintah 

dalam menyelasaikan masalah publik tertentu dinilai oleh warga sebagai pilihan 

kebijakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapannya, kepercayaan 

publik terhadap pemerintah akan merosot. 

Citra positif Pemerintah Kabupaten Bekasi dan para pejabatnya adalah hasil 

dari pilihan kebijakan yang benar dan sesuai dengan harapan dan aspirasi publik 

Kabupaten Bekasi. Terbukti pada pemilihan kepala daerah tahun 2017, Neneng 

Hasanah Yasin yang merupakan inkumben terpilih untuk kedua kalinya menjadi 

Bupati Bekasi. Berikut adalah total suara yang di informasikan pada website 

komisi pemilihan umum (KPU): 
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Tabel 1.1 Hasil pilkada Kabupaten Bekasi  

NO. Nama Calon Bupati – Wakil Bupati Hasil Suara 

1. DR. Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos, M.Si 

dan Abdul Kholik, SE, M.Si 

9.60 % 

113.664 suara 

2. DR. H. Sa'ddudin, MM. dan Dhani Ahmad 

Prasetyo 

26.12 % 

309.205 suara 

3. Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono 17.57 % 

207.940 suara 

4. Iin Farihin dan KH. Mahmud 6.88 % 

81.496 suara 

5. dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin dan H. Eka 

Supria Atmaja, SH 

39.83 % 

471.483 suara 

 Total 100 %  

1.183.788 suara 

Sumber: https://pilkada2017.kpu.go.id 

Pada periode kedua masa kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin di 

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bupati dan para pejabatnya tidak mampu 

memberikan pelayanan publik, membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan 

publik, dan menjaga integritas lembaga. Melansir data dari Ombudsman Republik 

Indonesia (ORI) tentang Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan Publik selama 

tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bekasi memperoleh nilai 33,14 dan masuk 

kedalam kategori zona kepatuhan rendah. Rincian dari penilaian sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan Publik 

(Sumber : Ombudsman Republik Indonesia (ORI), 2019) 
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Kebijakan publik yang diambil oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin 

beserta 4 pejabat kepala dinas pun tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi publik 

Kabupaten Bekasi. Mereka semua lebih mementingkan untuk memperkaya diri 

sendiri dengan menerima uang suap korupsi dari Lippo Group untuk 

memperlancar perijinan pembangunan proyek Meikarta yang sudah diterima 

mencapai Rp 13 miliar. Sehingga, Mereka semua terjaring operasi tangkap tangan 

(OTT) komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam kasus korupsi perizinan 

pembangunan proyek meikarta.  

Menurut berita yang ditulis oleh Yulaika Ramadhani pada media online 

Tirto.id pada 16 Oktober 2018, banyak hal yang diurus dalam proses perizinan 

seperti izin lahan seluas 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap. Pengurusan 

izin lahan tersebut rencananya akan dibangun gedung apartemen, gedung mall, 

rumah sakit hingga tempat pendidikan. Keterlibatan sejumlah kepala dinas seperti 

Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PTT dalam kasus 

pusaran korupsi ini untuk melancarkan perizinan rekomendasi penanggulan 

kebakaran, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penanggulangan 

kebakaran, banjir, tempat sampah, dan lahan pemakaman. 

Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bekasi dan 4 kepala dinas Pemerintah 

Kabupaten Bekasi menimbulkan pemberitaan negatif di ruang publik. Berita-

berita yang berkembang di media cetak, media elektronik dan, media online 

kemudian mempengaruhi persepsi publik. Sehingga, membentuk tanggapan 

publik yang mengarah kepada citra negatif terhadap Pemerintah Kabupaten 

Bekasi. Menurut Frank jefkins (Ardianto, 2014: 62) mengungkapkan bahwa “citra 

itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi 

wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan 

dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khusunya datang dari publik atau 

masyarakat luas pada umumnya”.  

Warga Kabupaten Bekasi memberikan tanggapan atas ditangkapnya Bupati 

Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan 

(OTT) kasus suap Mega proyek Meikarta. Komentar dan kritik dari warga 

Kabupaten Bekasi terdapat pada berita yang ditulis oleh Muhammad Azzam pada 
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media online Tribunnews pada tanggal 16 Oktober 2018. Ipeh Nuriyati yang 

bekerja sebagai guru honorer adalah salah satu warga Babelan Kabupaten Bekasi. 

Ipeh menyatakan tanggapannya terkait penangkapan Bupati Bekasi Neneng 

Hasanah Yasin beserta 4 pejabat kepala dinas sebagai tersangka kasus korupsi 

perijinan pembangunan mega proyek Meikarta: 

“Kerjanya apa ini Bupati, hanya sibuk bikin izin pengembang properti. 

Tertangkap juga kan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wilayah 

yang letaknya dekat dengan pengembang atau perusahaan besar pasti 

wilayahnya bagus-bagus. Karena, mendapatkan perhatian lebih dari 

Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan, wilayah yang letaknya jauh dari 

pengembang atau perusahaan besar pasti berantakan sepertinya tidak pernah 

diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pelayanan kelurahan atau 

kecamatan selalu dipersulit, sampah banyak berserakan di berbagai tempat, 

serta banyak jalan yang rusak.” 

Nano Heryawan yang merupakan salah satu warga Cibarusah Kabupaten 

Bekasi juga tak ketinggalan menyatakan tanggapannya: 

 “Saya sih tidak terkejut ya mendengar berita penangkapan KPK kepada 

Bupati Bekasi bersama para pejabatnya. Karena, sebelumnya sudah ada 

beberapa yang terkena tim saber pungli Polda Metro Jaya. Lihat saja kalau 

main ke Kabupaten Bekasi, banyak jalan yang rusak. Tetapi, jalan depan 

rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Pebayuran itu bagus dan 

mulus” 

Respon atas ditangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai 

tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Mega proyek Meikarta 

juga terdapat pada berita yang ditulis oleh Asiyah Afifah pada media online 

Dakta.com pada 16 Oktober 2018. Pino yang merupakan warga Tambun 

menyatakan pendapatnya: 

"Tidak hanya di Pemerintah Kabupaten Bekasi saja, melainkan di 

kecamatan atau kelurahan juga pasti ada tindakan korupsi. Seperti masalah 

pelayanan  e-KTP yang saat ini masih belum selesai juga. Jadi, saya tidak 

heran kalau Meikarta yang dari awal sudah bermasalah terkait 

perizinannya." 

Sementara itu kolom komentar media sosial Instagram Radio Dakta juga 

dipenuhi berbagai macam respon dari masyarakat Kabupaten Bekasi yang 

memberikan komentar atas tertangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. 

Akun media sosial @adiaditya.mr menyatakan pendapatnya: 
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"Sudah diduga, dan akhirnya kena juga. Alhamdulillah semoga betah ya Bu 

di sana," cuitnya di Instagram @radiodakta. 

Akun media sosial @ms_muthia juga menyatakan pendapatnya: 

"Dari awal memang sudah tidak sehat pembangunan proyek Meikarta ini. 

Masih dilanjutkan saja," cuitnya di Instagram @radiodakta. 

Akun media sosial @fauziachmad juga menyatakan pendapatnya: 

"Semoga Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih baik lagi, dengan digantikan 

pemimpin yang jujur, adil, dan amanah," cuitnya di Instagram @radiodakta. 

 Akun media sosial @Aboydebbysaputra juga menyatakan pendapatnya: 

"Semoga semua kasus-kasus di Kabupaten Bekasi terbongkar tidak hanya 

Operasi Tangkap Tangan Bupati saja." cuitnya di Instagram @radiodakta. 

Humas dalam situasi krisis harus bergerak cepat dalam menganalisa opini, 

tuduhan, atau isu apa saja yang timbul mengancam citra dan reputasi organisasi 

(Kriyantono, 2014: 232). Karena, persepsi dianggap lebih penting dari 

kejadiannya, yaitu sering kali persepsi dan opini yang berkembang membuat 

kasus membesar dari kejadian awal. Ditambah lagi dengan pemberitaan media 

massa yang sangat gencar bisa membentuk realitas sendiri yang bisa jauh lebih 

besar dari peristiwa awalnya. 

Pada situasi krisis seperti ini peran penting humas Pemerintah Kabupaten 

Bekasi sangat diperlukan untuk melakukan pemulihan citra dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurut Heath 

dalam (Ardianto, 2010: 97) citra lembaga ataupun individu sangat penting secara 

keseluruhan. Tudingan yang datang dari publik terkait penilaian yang buruk akan 

menyebabkan banyak akibat dan mampu membuat lembaga pemerintah dapat 

kehilangan kepercayaan publik. 

Sebagai langkah awal dalam melakukan strategi pemulihan citra, humas 

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan pernyataan untuk meminimalkan 

tudingan dari sisi lain dengan menjelaskan bahwa krisis tidak memiliki dampak 

yang signifikan terhadap aktivitas di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Humas 

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen bahwa kasus tersebut tak akan 

berimbas pada pelayanan publik. Berita yang ditulis oleh Nur Aini di media 

online Republika.co.id pada tanggal 16 Oktober 2018, Kepala Bagian Humas 
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Protokol Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Edward Sutarman, 

menyatakan: 

“Keadaan sekarang ini membuat prihatin atas apa yang terjadi. Padahal saat 

ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang berusaha membangun 

pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun, dia menegaskan adanya 

dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengurusan perizinan 

pembangunan Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah 

Yasin tidak akan berdampak pada pelayanan publik dan operasional 

Pemerintahan Kabupaten Bekasi tetap berjalan seperti biasa.” 

Pelayanan publik pasca kejadian penangkapan Bupati Bekasi Neneng 

Hasanah Yasin terus ditingkatkan. Melansir data dari Ombudsman Republik 

Indonesia (ORI) yang dirilis tahun 2019 tentang Penilaian Standar Kepatuhan 

Pelayanan Publik selama tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bekasi memperoleh 

nilai 47,75. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ketika masih 

dipimpin oleh Bupati Neneng Hasanah Yasin. Walaupun masih masuk kedalam 

kategori zona kepatuhan rendah. 

Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan ujung tombak dalam 

melaksanakan dan menerapkan strategi pemulihan citra. Dalam proses merubah 

citra negatif menjadi citra positif, pada tanggal 17 September 2019 melalui 

website bagian humas dan protokol Bupati Bekasi yang baru Eka Supria Atmaja 

merealisasikan kebijakan baru dalam rangka membenahi Kabupaten Bekasi 

dengan program “Bekasi Baru Bekasi Bersih”. Program prioritas tersebut antara 

lain, Infrastruktur, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelayanan Publik, Kesehatan, 

Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya, Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan 

hidup.  

Kepercayaan masyarakat akan meningkat ketika proses pemulihan citra 

yang dilakukan oleh humas Pemerintah Kabupaten Bekasi berjalan dengan 

sempurna. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus bisa bersinergi 

dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk mambangun Kabupaten 

Bekasi yang lebih baik lagi. Sehingga, citra negatif Pemerintah Kabupaten Bekasi 

pasca penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dapat berubah menjadi 

citra positif. 
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Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya 

berjudul “Strategi Humas Pemerintah Kota Cilegon dalam Reformulasi Citra”, 

oleh Indri Damayanti (2018). Penelitian ini membahas tentang bagaimana Strategi 

Humas Pemerintah Kota Cilegon dalam Reformulasi Citra. Strategi yang 

digunakan oleh Humas Pemerintah Kota Cilegon merupakan strategi yang sejalan 

dengan teori impression management, teori ini memiliki asumsi bahwa setiap 

individu maupun organisasi dalam proses interaksi sosialnya tidak dapat lepas dari 

upaya membangun hubungan, mengidentifikasi lawan bicara, dan membangun 

citra. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa Humas Pemerintah Kota 

Cilegon menerapkan strategi dalam reformulasi citra dengan cara menggelar 

konferensi pers, menerbitkan press release, menjalin hubungan yang baik dengan 

pihak media, dan juga fokus pada program prioritas dan pelayanan masyarakat. 

Penelitian selanjutnya berjudul “Strategi Pemulihan Citra Partai Politik: 

Kasus Partai Demokrat”, oleh Masduki (2014). Penelitian ini ingin menjawab 

pertanyaan tentang bagaimana strategi komunikasi politik yang diterapkan Partai 

Demokrat dalam pemulihan citra selama musim pemilu 2014 dengan mengupas 

bentuk aktifitas pencitraan oleh Partai Demokrat, melalui poster, iklan dan baliho 

di ruang publik selama musim kampanye Pemilu 2014. Partai Demokrat 

menerapkan teori strategi pemulihan citra yang dikemukakan oleh William 

Benoit. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa Partai Demokrat dalam 

pemilu 2014 menempuh sedikitnya tiga strategi pemulihan. Ketika awal kasus 

korupsi terjadi, elit politisi partai menerapkan strategi menyangkal (denial), 

dengan membantah terjadinya korupsi. Segala upaya pencitraan yang ditawarkan 

William Benoit tidak otomatis membentuk persepsi baru dari benak publik, jika 

sifatnya hanya sesaat dan berjangka pendek. Bagi Partai Demokrat ataupun partai 

politik lain, yang diperlukan adalah pengembangan sistem imun atas malpraktek 

kader dan elit Parpol di semua lini yang akan berkorelasi dengan citra positif 

jangka panjang. 

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti terdapat 

persamaan yang hampir mirip dari segi kasus. Citra positif yang dimiliki 

organisasi atau lembaga harus menurun menjadi citra negatif karena kasus korupsi 

yang dilakukan oleh pemimipin atau para anggotanya. Perbedaan dengan 
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penelitian ini, Penulis melakukan penelitian ini pada humas Pemerintah 

Kabupaten Bekasi dalam proses pemulihan citra pasca penangkapan Bupati 

Bekasi oleh KPK.  

Alasan penulis melakukan penelitian ini, karena penulis menemukan 

masalah pada citra Pemerintah Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati 

Bekasi Neneng Hasanah Yasin oleh KPK terkait kasus perizinan pembangunan 

mega proyek Meikarta. Tanggapan atau komentar dari masyarakat bernada negatif 

kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena, kepercayaan kepada pejabat sama 

dengan kepercayaan kepada lembaganya. Untuk itu humas Pemerintah Kabupaten 

Bekasi harus mampu menerapkan strategi pemulihan citra. Supaya citra negatif 

Pemerintah Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah 

Yasin oleh KPK bisa berubah menjadi citra positif.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 

strategi yang dilakukan Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memulihkan 

citra positif Pemerintah Kabupaten Bekasi di mata masyarakat. Maka dari itu 

penulis mengajukan judul “Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi 

Dalam Pemulihan Citra Pemerintah Kabupaten Bekasi Pasca Penangkapan 

Bupati Bekasi Sebagai Tersangka Korupsi Oleh KPK”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka 

fokus penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian terhadap “Strategi Humas 

Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam Pemulihan Citra Pasca Penangkapan 

Bupati Bekasi Sebagai Tersangka Oleh KPK”. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menemukan masalah dan menjadi pertanyaan 

penelitian yang ingin dijawab oleh penulis. Adapun pertanyaan penelitian ini 

adalah Bagaimana Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam 
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Pemulihan Citra Pemerintah Kabupaten Bekasi Pasca Penangkapan Bupati 

Bekasi Sebagai Tersangka Korupsi Oleh KPK? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:  

1. Menjelaskan strategi yang digunakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten 

Bekasi dalam pemulihan citra pasca penangkapan Bupati Bekasi sebagai 

tersangka korupsi oleh KPK. 

2. Menganalisis keberhasilan strategi yang digunakan oleh Humas 

Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pemulihan citra pasca penangkapan 

Bupati Bekasi sebagai tersangka korupsi oleh KPK.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1.5.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah 

dalam ranah ilmu komunikasi dibidang hubungan masyarakat. Khususnya pada 

strategi hubungan masyarakat di lembaga pemerintahan dalam proses pemulihan 

citra ketika menghadapi citra negatif yang diberikan publik kepada lembaga 

pemerintahan. 

1.5.2 Secara Praktis 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penulis mengenai strategi Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi 

dalam pemulihan citra pasca penangkapan Bupati Bekasi sebagai 

tersangka korupsi oleh KPK. 
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b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan agar 

masyarakat mengetahui strategi Humas Pemerintah Kabupaten Bekasi 

dalam pemulihan citra pasca penangkapan Bupati Bekasi sebagai 

tersangka korupsi oleh KPK. 

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi  

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Humas Pemerintah Kabupaten 

Bekasi sebagai evaluasi proses pemulihan citra pasca penangkapan 

Bupati Bekasi sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 
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